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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Kerja Praktik ialah aktivitas yang melibatkan mahasiswa dan dunia kerja, 

dengan Kerja Praktik mahasiswa dapat mengenal bagaimana situasi dalam dunia 

kerja dan mahasiswa mampu untuk menyesuaikan diri dalam situasi kerja. 

Di Unika De La Salle Manado, mahasiswa prodi Akuntansi, diwajibkan untuk 

menjalani Kerja Praktik. Tujuan dari program ini adalah memberikan pengalaman 

praktis kepada penulis sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman lebih 

mendalam tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui Kerja Praktik, 

mahasiswa dapat mempraktikkan pengalaman yang diperolehnya untuk bekal di 

masa depan. Sebelum memulai KP, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan dan 

peraturan yang yang telah ditetapkan. Dengan KP, mahasiswa dapat menerapkan 

teori serta pengetahuan selama proses perkuliahan ke dalam situasi nyata di 

tempat kerja. Tujuan dari Kerja Praktik adalah untuk pembelajaran di tempat KP 

yang berjalan sejalan dengan kurikulum semester tujuh, dengan fokus pada tugas 

dan pekerjaan yang dilaksanakan. Selama pelaksanaan Kerja Praktik, terdapat 4 

mata kuliah yang dijalankan, yaitu : 

1. Sistem Pengendalian Manajemen, 

 

2. Strategi Manajemen, 

 

3. Kepemimpinan, 

 

4. Komunikasi Bisnis. 
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5. Pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor adalah salah satu kontributor 

utama PAD yang sangat berarti. Bapenda mempunyai peran yang sangat 

penting dalam administrasi pemerintahan setempat agar bisa meningkatkan 

PAD di wilayahnya. 

6. Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan 

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” 

7. Penerimaan pajak daerah memiliki peran krusial untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Saat ini, hasil kumpulan pajak dari kendaraan 

bermotor di Indonesia merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara 

yang diharapkan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi warga 

sebagai WP atas kendaraan tersebut masih belum optimal dalam proses 

pengumpulan pajak di Indonesia. Berikut adalah pencapaian realisasi 

penerimaan PD yang diperoleh oleh Bapenda Prov. Sulut pada tahun anggaran 

2022 : 



3  

Sumber : Data Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

Tabel 1.1 Realisasi PPD Prov. Sulut Tahun 2022 
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Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat jumlah realisasi pendapatan di Prov. 

Sulut Tahun 2022 terdiri dari beberapa komponen. PAD yaitu penerimaan pajak 

daerah Rp 1.217.412.836.143 dan hasil retribusi daerah sebesar Rp 

166.707.858.111. Selain itu, terdapat dana sejumlah Rp 44.268.163.142 hasil 

PKD, dan Hasil Lain-Lain PAD mencapai Rp 25.132.801.402. Pendapatan 

Transfer mencapai Rp 2.198.585.567.740, sementara Pendapatan Lain-Lain 

mencapai Rp 63.136.001.390. 

Terdapat beberapa pendapatan yang tidak mencapai Target Harian, seperti 

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang hanya mendapat 96,77% 

dari Target Harian, Pendapatan Retribusi Jasa Umum yang hanya mencapai 

74,19% dari Target Harian, Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD 

yang hanya mencapai 33,40% dari Target Harian, Pendapatan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan JKN yang hanya mencapai 77,82% dari Target Harian, Pendapatan 

Retribusi Pelayanan Pendidikan yang hanya mencapai 32,59% dari Target Harian, 

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang hanya mencapai 87,00% dari 

Target Harian, dan Pendapatan Transfer yang hanya mencapai 93,86% dari Target 

Harian. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pendapatan daerah di Prov. 

Sulut di Tahun 2022 sudah mencapai bahkan melebihi Target Harian yang telah 

ditetapkan. 

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan asli, terutama pajak 

daerah guna mendukung kebutuhan pembangunan dan RT, harus meningkatkan 

pelayanan, diversifikasi, serta memberikan kekuasaan untuk pemerintah daerah. 

Pajak sebagai bagian dari fenomena sosial, eksis hanya dalam lingkup 
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masyarakat. Pajak tidak dapat ada tanpa keberadaan masyarakat sebagai entitas 

yang memberinya makna dan legitimasi. 

Metode pembayaran pajak kendaraan bermotor di Prov. Sulut tersedia di 

Bapenda Prov. Sulut maupun melalui Administrasi Terpadu Satu Pintu 

(SAMSAT). Wajib pajak memiliki fleksibilitas untuk membayar PKB di cabang 

kas daerah yang terdapat pada berbagai daerah yang tersebar di Provinsi Sulawesi 

Utara. Selain itu mereka dapat memilih untuk membayar langsung di kantor 

Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. 

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak diatur sebagai sarana partisipasi 

warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta sebagai 

kewajiban kenegaraan yang menghargai hak-hak warga negara. Oleh karena itu 

membayar pajak kendaraan adalah kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki 

kendaraan. Tindakan membayar pajak kendaraan menunjukkan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak dapat dikenai denda atau sanksi sesuai ketentuan. Pemerintah 

berharap agar para wajib pajak selalu membayar pajak tepat waktu dan mematuhi 

aturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian negara.” 

Penulis memutuskan untuk menjalani Kerja Praktik di Badan Pendapatan 

Provinsi Sulawesi Utara selama periode 10 minggu. Bapenda Provinsi Sulawesi 

Utara adalah suatu lembaga pemerintah yang telah dibentuk sejak tahun 1962. 

Lembaga ini bertanggung jawab atas beberapa layanan pembayaran pajak, 

termasuk Pembayaran Perpanjangan PKB. Selain itu Bapenda Provinsi Sulawesi 
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Utara juga melakukan kerjasama bersama Jasa Raharja dan Kepolisian dalam 

menyediakan layanan pembayaran Pajak Daerah. 

Penulis memilih untuk menjalani Kerja Praktik di Bapenda Prov. Sulut karena 

merupakan suatu entitas pemerintah berperan dalam pengelolaan pajak daerah di 

Indonesia. Selain itu, pilihan tersebut juga dimaksudkan untuk memperluas 

pengetahuan dan pemahaman tentang administrasi pajak daerah. 

Diperlukan suatu prosedur yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman 

wajib pajak tentang cara dan proses layanan pembayaran perpanjangan PKB. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Prosedur Pembayaran 

Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara” 

1.2. Tujuan Kerja Praktik 

 

1.2.1. Tujuan Umum 

 
a. Memenuhi syarat kelulusan untuk gelar Sarjana Akuntansi. 

 

b. Memenuhi syarat dari MK KP sebagai bagian dari kurikulum wajib 

pada semester 7 sebelum menempuh Skripsi. 

c. Menerapkan yang telah dipelajari dalam perkuliahan dalam lingkungan 

kerja. 

d. Untuk menjadikan pengalaman, pengetahuan dan gambaran secara 

nyata mengenai dunia kerja. 

e. Untuk melatih penulis dalam mempertanggungjawabkan suatu tugas 

atau pekerjaan yang diberikan. 
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f. Untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan individu lain di lingkungan pekerjaan. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

 
a. Mengetahui jalannya pekerjaan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. 

 

b. Untuk memahami peran dan tanggung jawab dari berbagai bidang, 

terutama bidang pajak, di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. 

c. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembayaran Perpanjangan 

Pajak Kendaraan Bermotor berjalan. 

1.3. Metode Kerja Praktik 

 
1. Metode Observasi 

 
Menurut Sugiyono (2022:203), Observasi adalah kumpulan data 

melibatkan pengamat, responden dan objek. Penulis melakukan pengamatan 

tentang aktivitas dan proses kerja yang terjadi. Dalam konteks ini, penulis 

melakukan observasi dengan cara mengamati tugas dan pekerjaan para 

pegawai yang terkait dengan Pembayaran Perpanjangan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor Bapenda Prov. Sulut. 

2. Metode Wawancara 

 
Menurut Sugiyono (2022:195), Wawancara merupakan salah satu metode 

digunakan untuk pengumpulan data, di mana penulis melakukan interaksi 

langsung dengan responden atau narasumber merupakan cara untuk 

memperoleh informasi tambahan. Dalam metode ini, penulis telah melakukan 

wawancara atau dialog langsung dengan Kepala Sub Bidang Administrasi dan 
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Pelayanan Pajak di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. Pertanyaan yang 

diajukan meliputi berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, sejarah, visi 

dan misi instansi, deskripsi pekerjaan serta proses pelayanan pembayaran 

perpanjangan pajak kendaraan bermotor. 

3. Metode Keterlibatan dalam Pekerjaan 

 
Metode ini melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja praktis di 

lingkungan kantor tersebut. Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, penulis 

ditempatkan dalam bidang pajak khususnya di sub bagian administrasi dan 

pelayanan pajak dan secara langsung terlibat dalam aktivitas kerja. Hal ini 

memungkinkan penulis untuk memperoleh pengetahuan dan pengembangkan 

diri di lingkungan pekerjaan. 

4. Metode Dokumentasi 

 
Menurut Sugiyono (2022:240), Dokumentasi merupakan suatu metode 

mengumpulkan informasi yang dibuat secara mengamati karya individu yang 

sedang diselidiki disebut sebagai observasi. Dalam konteks ini, penulis telah 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan mendokumentasikan informasi 

terkait proses yang telah dilakukan, seperti BPKB, KTP, STNK, TBPKP, dan 

SPPKB. Hal ini dilaksanakan dalam menyempurnakan hal yang dibutuhkan 

dalam Laporan Kerja Praktik serta untuk menyediakan bukti kerja. 



9  

1.4. Sistematika Penulisan 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 
Dalam bagian ini, penulis menguraikan konteks dari pelaksanaan Kerja 

Praktik, seperti alasan di balik pemilihan judul, objek Kerja Praktik, dan teknik- 

teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan 

LKP. 

BAB II DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK 

 
Bagian ini mencakup informasi tentang visi dan misi, struktur organisasi, 

serta deskripsi pekerjaan dan ruang lingkup tugas dari Bapenda Prov. Sulut, 

tempat di mana penulis menjalani Kerja Praktik. 

BAB III PEMBAHASAN 

 
Bab ini menguraikan tugas-tugas dilaksanakan oleh penulis saat periode 

KP di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, bab ini 

menjelaskan secara terperinci judul yang dipilih oleh penulis untuk LKP ini, yaitu 

Prosedur Pembayaran Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor, dan juga 

membicarakan penerapan 4 mata kuliah. 

BAB IV PENUTUP 

 
Bab ini adalah akhir yang merangkum kesimpulan dari LKP serta 

rekomendasi disampaikan oleh penulis yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi Bapenda Prov. Sulut. 
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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK 

 
 

2.1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 
BPPRD Prov. Sulut berawal dari tahun 1962 sebagai Kantor Pajak, yang 

merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah. 

Pada tahun 1964, seiring dengan pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

dan perkembangan organisasi, kantor tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi 

Pajak yang dipimpin oleh B. Lengkong hingga tahun 1967. Kemudian, 

kepemimpinan diserahkan kepada F. Walandow (10-04-1967 hingga 04-02-1969), 

dilanjutkan oleh Drs. J. A. Damopolii (04-02-1969 hingga 14-08-1971), dan 

kemudian oleh Drs. S. J. Paputungan (14-08-1971 hingga 03-04-1975). Pemimpin 

berikutnya adalah Drs. M. N. P. Dotulong (03-04-1975 hingga 09-06-1976) dan 

M. W. Lumingkewas, BA (09-6-1976 hingga 06-02-1980). Setelah itu, posisi 

kepemimpinan dipegang oleh John Watti, BA (06-02-1980 hingga 02-04-1984). 

Seiring dengan perkembangan organisasi, pada tahun 1984, Kantor Inspeksi Pajak 

diubah menjadi Dinas dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan. 

Kepala Dinas yang pertama, Drs. J. F. Mailangkay (02-04-1984 hingga 25- 

01-1986), sekitar 2 tahun, digantikan oleh Drs. K. L. Senduk (25-01-1986 hingga 

05-10-1989). Kemudian, Drs. R. V. Pepah (05-10-1989 hingga 10-04-1992) 

mengambil alih posisi tersebut dua tahun kemudian. Berikutnya, Drs. G. A. M. 

Saroinsong (10-04-1992 hingga 14-06-1993) menjabat selama 1 tahun sebelum 

digantikan oleh Drs. J. F. Kumurur (14-06-1993 hingga 13-02-1998) selama 

sekitar 5 tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pajak dan Pendapatan 

mengelola 3 jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 1998, seiring 

dengan perubahan regulasi dan perkembangan organisasi di Provinsi Sulawesi 

Utara, kepemimpinan Dinas Pajak dan Pendapatan dipegang oleh Drs. J. 

Rumondor sebagai kepala dinas dan Drs. M. A. Raintung sebagai wakil kepala 

dinas hingga 31 Desember 2001. Pada saat itu, Dinas Pajak dan Pendapatan 

memiliki 5 Unit Pelayanan Teknis Bapenda, yaitu Wilayah I Manado, Wilayah II 

Tondano, Wilayah III Bitung, Wilayah IV Kotamobagu, dan Wilayah V Tahuna. 

Pada tahun 2000, dengan disahkannya “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan dalam jenis pajak dan retribusi 

yang dikelola oleh Dinas Pajak dan Pendapatan.” Jenis pajak dan retribusi tersebut 

termasuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Kendaraan di Atas 

Air, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Pada 

tahun yang sama, terjadi pemekaran wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan 

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000. Hal ini menyebabkan wilayah Provinsi 

Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, 

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado, dan Kota Bitung. Perubahan 

tersebut juga mengakibatkan penurunan cakupan wilayah Unit Pelayanan Teknis 

Bapenda Provinsi Sulawesi Utara.” 

Kepala dinas dan wakil kepala Dinas selanjutnya adalah Drs. M. A. 

Raintung (31-12-2001 hingga 09-05-2002) dan Drs. H. J. Kondoy (16-05-2002 



12  

hingga 09-05-2003). Drs. H. J. Kondoy kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas 

(09-05-2003 hingga 20-02-2008), setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil 

kepala dinas. Sementara itu, posisi Wakil Kepala Dinas dipegang oleh A. G. 

Kawatu, SE, yang kemudian digantikan oleh Drs. Ch. Tumbuan. 

Pada tahun 2008, dengan diberlakukannya “Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” Wakil kepala dinas dihapuskan setelah 

peraturan tersebut diberlakukan, dan Drs. Oscar Wagiu menjabat sebagai Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah pertama (2008 hingga 20-01-2009). Pada tahun yang 

sama, Kantor Samsat Pembantu Amurang, Airmadidi, dan Tomohon dialihkan 

menjadi UPTD, sehingga Dinas Pendapatan Daerah memiliki 8 UPTD. Pada 

tahun 2009, kepemimpinan beralih kepada Edwin H. Silangen, SE. MS (20-01- 

2009 hingga 19-01-2012). Pada tahun tersebut, dengan diberlakukannya “Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

jumlah jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah menjadi 5, 

yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak 

Rokok kemudian diberlakukan pada tahun 2014.” Kepala Dinas selanjutnya 

adalah A. G. Kawatu, SE, Msi (09-01-2012 hingga 09-07-2013). 

Pada tahun 2011, sekitar satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada 9 

Juli 2013, jabatan Kepala Dinas dipegang oleh Drs. Marhaen R. Tumiwa, MPd (9 

Juli 2013 – 3 Januari 2017). Dengan diberlakukannya “Peraturan Daerah Provinsi 
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Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi 

Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Tipe A Provinsi Sulut, maka Dispenda berkembang menjadi Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah.” 

Di tahun 2016, dengan diterbitkannya “Pergub Sulawesi Utara Nomor 100 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara, terdapat 

15 UPTB Samsat, termasuk Samsat Bantu Dumoga (Bolmong), 1 Samsat Drive 

Thru, 1 Samsat Outlet, 1 Samsat Keliling, dan 1 Samsat Corner.” Tiga setengah 

tahun kemudian, pada 3 Januari 2017, jabatan Kepala BPPRD Prov. Sulut 

dipercayakan kepada Olvie Atteng, SE, M.Si. Setelah mengemban tugas selama 5 

tahun, Olvie Atteng, SE, M.Si memasuki masa purnabakti pada 4 November 

2022. Kemudian, pada tanggal tersebut, jabatan Kepala Badan dipercayakan 

kepada June Silangen S.E.Ak, MM, yang masih menjabat hingga saat ini. 
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Gambar 2.1 

 
Kantor Bapenda Prov. Sulut 

 
 

 

Sumber : Data Olahan 

 
2.2. Visi dan Misi Bapenda Prov. Sulut 

 

2.2.1. Visi 

 
Berada di posisi terdepan dalam administrasi pendapatan daerah 

dan memberikan layanan unggul menekankan bahwa Bapenda 

menekankan pada kualitas manajemen pendapatan daerah serta 

memberikan layanan yang berkualitas kepada wajib pajak. 

2.2.2. Misi 

 
1. Merumuskan aturan penerimaan daerah yang bisa dilaksanakan oleh 

Masyarakat ,berkesinambungan,memiliki tanggung jawab dan 

keikutsertaan 
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2. Menyelenggarakan layanan umum yang optimal dengan standar 

layanan yang tinggi, terpercaya, transparan, dan akuntabel. 

3. Memastikan tersedianya tenaga kerja aparatur yang berkomitmen, 

memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki kualifikasi professional. 

4. Mendirikan struktur institusi yang berasaskan pada kemahiran untuk 

peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan 

daerah. 

2.3. Logo Bapenda Prov. Sulawesi Utara 

 
Gambar 2.2 Logo Bapenda Prov. Sulut 

 

 
Sumber : Data Kantor Bapenda Prov. Sulut 

 
2.4. Arti Logo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 
1. Warna Merah pada tulisan "APENDA" menggambarkan energi yang 

menonjolkan emosi kuat terkait tekad yang tidak kenal menyerah, 

semangat muda, dan motivasi tinggi untuk menghadapi tantangan dengan 

penuh semangat. 

2. Warna Biru pada tulisan "BADAN PENDAPATAN DAERAH" 

Menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan profesionalisme yang tinggi 

dalam pelaksanaan setiap tugas serta tanggung jawab. 

3. Warna Putih pada huruf “B” membawa arti sebuah kesucian, kemurnian 

dan kesederhanaan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu pelayanan 

yang baik dan teratur. 
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4. Warna Hitam pada tulisan “PROVINSI SULAWESI UTARA” 

memberikan makna sebuah loyalitas dan keseriusan dalam menjaga 

kinerja yang tetap konsisten guna menjaga kualitas pelayanan yang tetap 

maksimal. 

5. Garis Lengkung yang tersambung dengan huruf “B” diartikan sebagai 

sikap lembut dan ramah yang dipraktikkan dalam tugas pelayanan agar 

tetap menjaga keseimbangan dan kestabilan hubungan yang harmonis 

antara pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan kantor. 

2.5. Struktur Organisasi Bapenda Prov. Sulut 

 
Menurut Robbins (2014:231), Struktur organisasi merupakan metode yang 

digunakan dalam menggambarkan pembagian pekerjaan dan tugas atau tanggung 

jawab secara formal, pengelompokan, dan koordinasi secara resmi. 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Bapenda Prov. Sulut 
 

Sumber : Data Kantor Bapenda Prov. Sulut 
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2.6. Deskripsi Pekerjaan 

 
Berdasarkan “Pergub Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.” Berikut adalah 

deskripsi pekerjaan yang ada di BAPENDA Prov. Sulut : 

1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 

a. “menyusun kebijakan teknis dalam bidang keuangan, khususnya 

subpengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan pajak serta 

retribusi daerah. 

b. melaksanakan tugas dukungan teknis terkait dengan keuangan, 

khususnya dalam subpengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan 

pajak serta retribusi daerah. 

c. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis terkait dengan keuangan, terutama dalam 

subpengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan pajak serta 

retribusi daerah. 

d. membina teknis penyelenggaraan fungsi pendukung pemerintahan 

daerah dalam bidang keuangan, khususnya dalam subpengelolaan 

pendapatan daerah dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah. 

e. melaksanakan administrasi badan dalam bidang keuangan, terutama 

dalam subpengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan pajak serta 

retribusi daerah. 

f. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.” 
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2) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

1. “Dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi, jabatan 

fungsional dapat disusun berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang 

dibutuhkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

2. Setiap grup jabatan fungsional bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki. 

3. Sejumlah posisi telah dikelompokkan dan diatur berdasarkan hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

4. Kepemimpinan dalam kelompok jabatan fungsional dipercayakan 

kepada seorang tenaga fungsional senior ditunjuk untuk 

mengkoordinasikan aktivitas tersebut. 

5. Jumlah tenaga fungsional dalam setiap kelompok yang didasarkan oleh 

kebutuhan yang ada. 

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi dan 

struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi.” 

3) Sekretaris 

 

1. “Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris, bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, hukum, 

dan kepegawaian, perencanaan keuangan, serta tugas lain yang 

diberikan oleh pimpinan. 

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), sekretaris memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Mengoordinasikan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah. 
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b. Mengoordinasikan rencana, program, dan anggaran di Badan 

Pendapatan Daerah. 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan 

Daerah. 

d. Membina dan memberikan dukungan administrasi yang 

mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan 

dokumentasi Badan Pendapatan Daerah. 

e. Membina dan menata organisasi serta tata laksana. 
 

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas: 

 

a. Mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan. 

 

b. Menyiapkan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan. 

c. Menyusun administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan. 

d. Meneliti administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan.” 

4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

 

1. “Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan di bidang pengelolaan 

pendapatan daerah, pelaporan data pendapatan, pengembangan 

teknologi informasi pendapatan daerah, serta tugas lain yang diberikan 

oleh pimpinan. 
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2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran. 

 

b. Mengelola pendapatan daerah. 

 

c. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah. 

d. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang 

berbasis teknologi informasi. 

e. Melakukan analisis regulasi pendapatan. 

 

3. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran. 

 

b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah. 

c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah. 

d. Menyusun dan menetapkan target pendapatan daerah. 

 

e. Menganalisis regulasi pendapatan daerah. 

 

4. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah 

memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran. 

 

b. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang 

berbasis teknologi informasi. 
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c. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak 

daerah. 

d. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak 

daerah dan retribusi daerah.” 

5) Bidang Pajak 

 

1. “Bidang Pajak Daerah bertanggung jawab melaksanakan urusan terkait 

dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, pajak rokok, serta tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Fungsi dari Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut : 

a. pengelolaan pendapatan daerah pajak kendaraan bermotor dan bea 

balik nama kendaraan bermotor; 

b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor; 

c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor; 

d. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor; 
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e. pengelolaan pajak (pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak 

air permukaan dan pajak rokok); 

f. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penilaian pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok; 

g. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok; 

h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok; 

i. perumusan kebijakan strategis penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah kepada masyarakat; 

j. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak 

daerah; 

k. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah; 

 

l. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah; 

m. pelaksanaan tugas dan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib 

pajak; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

b. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan 

perubahan tarif dan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea 

balik nama kendaraan bermotor; 
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c. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor; 

d. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, 

e. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek 

dan subjek pungutan serta perkembangannya (pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor); 

f. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor; 

g. menyusun daftar penetapan dan nilai pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor; 

h. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta 

teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor; 

i. memeriksa konsep daftar wajib pajak kendaraan bermotor dan bea 

balik nama kendaraan bermotor; 

j. memberikan pertimbangan penetapan pemberian sanksi terhadap 

wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; 

k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 

lainnya; 

l. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor; 
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m. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraaan bermotor; 

n. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 

lainnya; 

p. merumuskan kebijakan tentang instensifikasi pajak daerah; 

 

q. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah; 

r. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan 

pajak daerah; 

s. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah kepada masyarakat; 

t. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak; 

 

u. menyusun pertimbangan atas pengaduan keberatan pajak daerah 

dan restitusi; 

v. menghimpun dan mengusulkan rekapitulasi penghapusan piutang 

pajak daerah pada tahun berjalan; 

w. mengkoordinasikan penghapusan piutang pajak daerah dengan 

instansi terkait; 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

4. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 
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b. memeriksa konsep daftar wajib pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok; 

c. menyusun rencana kegiatan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan dan pajak pajak rokok; 

d. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek 

dan subjek pungutan serta perkembangannya (pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok); 

e. menghimpun materi dan merumuskan rekomendasi untuk 

penetapan dan modifikasi tarif pungutan pajak BBN-KB, PAP, 

dan Pajak Rokok;” 

6) Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan 

 

1. “Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya bertanggung jawab untuk 

menjalankan tugas terkait retribusi, pendapatan lainnya, pembagian 

hasil pajak, dan pembagian hasil non-pajak, serta menjalankan tugas- 

tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; 
 

b. perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan lain-lain 

pendapatan; 

c. pelaksanaan kegiatan fasilitas, sosialisasi, monitoring, klarifikasi 

data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak 

serta lain-lain pendapatan; 
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d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan 

pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi 

hasil pajak/bukan pajak serta lain-lain pendapatan; 

e. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis 

pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, 

penagihan piutang retribusi daerah; 

3. Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub retribusi secara internal 

dan eksternal; 

c. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi retribusi daerah; 

 

d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur retribusi 

daerah; 

e. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan 

retribusi daerah; 

4. Sub Bidang Lain-Lain Pendapatan mempunyai tugas : 
 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

b. menyiapkan usulan penetapan perubahan tarif lain-lain pendapatan; 

 

c. menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan 

kontribusi parkir berlangganan; 

d. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

lain-lain pendapatan; 

e. menghimpun dan melaporkan data penerimaan lain- 

lain pendapatan;” 
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7) Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

 

1. “Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan 

urusan di bidang pengendalian dan pembinaan administrasi, 

pengendalian pendapatan daerah, dan evaluasi kinerja serta tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi 

intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait 

dengan pendapatan daerah; 

e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak dan 

retribusi daerah; 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

b. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pengendalian dan pembinaan administrasi aset; 

c. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pengendalian dan pembinaan administrasi keuangan; 
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d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pengendalian dan pembinaan administrasi personil; 

e. merumuskan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

4. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 

 

b. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pengendalian pendapatan daerah; 

c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pendapatan asli daerah; 

 

d. melaporkan hasil pengendalian pelayanan pemungutan pendapatan 

asli daerah; 

e. mengawasi pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak, retribusi dan 

lain-lain pendapatan; 

2.7. Lingkup Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

 
Ruang lingkup Bapenda Prov. Sulut mencakup layanan pembayaran pajak 

termasuk PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP-PP. Ini mencakup pemantauan terhadap 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, di mana tingkat 

kesadaran diri saat ini masih terlihat kurang. 

Bapenda adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam pendapatan 

daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pendapatan pajak 

dan bantuan lainnya, yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. 

Bapenda Prov. Sulut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut dalam 

menjalankan tugasnya : 
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a. Mengembangkan kebijakan teknis dalam area spesifiknya. 

 

b. Merancang strategi dan mengatur pengembangan pendapatan daerah. 

 

c. Menyelenggarakan urusan pajak dan retribusi daerah. 

 

d. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pendapatan daerah. 

 

e. Menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Pembahasan Umum 

 
Penulis menjalani masa Kerja Praktik di Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi 

Utara mulai dari tanggal 19 Juni 2023 hingga 25 Agustus 2023, sesuai dengan 

jadwal periode yang telah ditetapkan oleh Universitas. 

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis ditempatkan di Bidang Pajak 

Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan 

sejumlah tugas yang harus dilaksanakan selama periode tersebut : 

1. Menyusun rangkuman mengenai kesiapan layanan SAMSAT di Prov. 

 

Sulut. 

 

Prov. Sulut mempunyai sepuluh Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT). Setiap harinya penulis merekap kesiapan pelayanan 

setiap SAMSAT dengan cara, setiap kantor SAMSAT mengirim 

dokumentasi atau foto di grup kesiapan pelayanan yang telah dibuat 

oleh Kasub Administrasi dan Pelayanan Pajak Ibu Aprine Siwi S.STP, 

M.Si. 

2. Melakukan Pelayanan Progresif. 
 

Penulis dipercayakan untuk melakukan pelayanan progresif online 

menggunakan sistem yang disediakan oleh instansi yaitu TIMSALUT. 

TIMSALUT merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan untuk 

memblokir kendaraan bagi yang belum membayar pajak, denda atau 
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bagi yang sudah menjual kendaraan yang belum dibalik nama dan 

membuka blokir kendaraan yang melaksanakan aturan dengan baik. 

3. Membuat Rekapitulasi Notice Pembayaran Pajak. 

 

Penulis juga dipercayakan untuk memeriksa dokumen-dokumen notice 

pembayaran pajak apakah lengkap atau tidak, jika tidak lengkap harus 

membuat catatan dokumen apa yang tidak ada dan melaporkan kepada 

Ibu Aprine Siwi S.STP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Administrasi 

dan Pelayanan Pajak. Dokumen-dokumen yang diperiksa yaitu notice 

pajak (tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran), bukti pelunasan 

Bank SulutGo, permohonan wajib pajak yang terdiri dari fotocopy 

KTP, fotocopy STNK, nota perhitungan pembayaran pajak, dan surat 

permohonan yang berisi data dari wajib pajak. Setelah mengecek 

kelengkapan dokumen, penulis membuat ringkasan secara manual 

menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Setiap akhir bulan, 

penulis mencetak hasil ringkasan pembayaran pajak dan kemudian 

menyerahkannya kepada Ibu Aprine Siwi S.STP, M.Si, yang menjabat 

sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan Pajak. 

4. Melaksanakan Pelayanan Pembayaran sebagai Petugas 1 (satu). 

 

Penulis juga dipercayakan untuk berpartisipasi dalam layanan 

pembayaran perpanjangan pajak kendaraan bermotor, di mana penulis 

langsung berinteraksi dengan wajib pajak, mencatat data mereka, dan 

memberikan nomor antrian untuk pembayaran pajak. 
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5. Penulis Juga Membantu Menyusun Surat Tugas 

 

Penulis juga dipercayakan dalam membantu menyusun surat tugas luar 

yaitu dengan mengambil nomor di Bagian Umum dan Bidang 

Kepegawaian serta meminta cap serta tandatangan dari Kepala Badan. 

Sebelum memulai operasional dan memberikan layanan di Bapenda Prov. 

Sulut, semua staf diharuskan menghadiri apel pagi pada jam 07:45 WITA. 

Istirahat dilaksanakan jam 12:00 WITA - 13:00 WITA, operasional serta 

pelayanan kantor berakhir pada pukul 17:00 WITA. Lingkungan kerja di kantor 

ini dianggap sangat kondusif, dari relasi antar pegawai hingga keadaan 

lingkungan kerja yang bersih dan teratur. 

3.2. Pembahasan Khusus 

 
Selama periode 10 minggu KP di departemen pajak, penulis terlibat secara 

aktif dalam berbagai tugas yang membantu dalam meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuannya. Selama periode tersebut, penulis berhasil memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai proses Pembayaran Perpanjangan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Bapenda Prov. Sulut. 

3.2.1. Pembahasan Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 

 

3.2.1.1. Pembahasan Sistem Akuntansi 

 
Menurut Mulyadi (2017:3), Sistem akuntansi ialah kumpulan formulir, 

catatan, dan laporan yang terstruktur dengan baik untuk menyediakan informasi 

keuangan kepada manajemen, bertujuan untuk memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 
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Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menggunakan beberapa sistem. Berikut ini 

merupakan sistem yang dimaksud yaitu: 

a. e-SAMSAT SULUT 

 

e-SAMSAT SULUT merupakan sistem yang digunakan oleh pegawai 

untuk memproses perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 

atau menerima pembayaran pajak STNK melalui transaksi elektronik Bank 

SulutGoatm. 

b. TIMSALUT 

 

TIMSALUT merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan pegawai 

untuk melaksanakan pelayanan progresif yaitu memblokir kendaraan yang 

belum membayar pajak, denda atau bagi yang sudah menjual kendaraan 

namun belum dibalik nama dan membuka blokir kendaraan bagi yang 

sudah membayar pajak, sistem atau aplikasi ini juga digunakan untuk 

mengecek jumlah pembayaran pajak hanya dengan memasukkan nomor 

polisi atau nomor plat kendaraan dan warna TNKB (Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor). Sistem atau aplikasi ini dibuat oleh Badan 

Pendapatan Daerah Sulawesi Utara guna untuk membantu serta 

mempermudah dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak di 

Sulut. 

3.2.1.2. Pembahasan Sistem Informasi Akuntansi 

 
Menurut Mulyadi (2017:4) Sistem dijelaskan sebagai serangkaian langkah- 

langkah yang terintegrasi dengan baik untuk mengatur aktivitas pokok 

perusahaan. Menurut Mulyadi (2017:4), Prosedur adalah rangkaian tindakan 
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administratif yang melibatkan beberapa aspek individu di beberapa divisi, 

dirancang dalam memastikan perlakuan yang konsisten terhadap transaksi rutin 

perusahaan. Dengan demikian, sistem bisa dijelaskan sebagai pola prosedur yang 

terpadu, sementara prosedur mengacu pada langkah-langkah administratif yang 

diperlukan. 

Dari ide tersebut, disimpulkan bahwa sistem merupakan gabungan 

serangkaian prosedur yang terkait satu sama lain, dengan tujuan mencapai sasaran 

tertentu. Sementara itu, prosedur adalah petunjuk atau langkah-langkah yang 

harus diikuti dalam suatu aktivitas yang bertujuan mencapai target yang telah 

ditentukan. 

Selama menjalani KP di Bapenda Prov. Sulut, penulis memilih topik tentang 

"Prosedur Pembayaran Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara". 

Penulis juga menyusun Bagan Alir (flowchart) dengan tujuan memberikan 

gambaran tentang alur dari satu langkah ke langkah lainnya. Mulyadi (2017:45), 

Bagan Alir (flowchart) merupakan representasi visual dari proses dan aliran data 

yang digunakan dalam mengolah data pada suatu sistem. Bagan ini menunjukkan 

langkah-langkah yang diwakili oleh simbol-simbol kotak dan menghubungkan 

setiap langkah menggunakan simbol panah yang menunjukkan urutannya. 

Dalam Prosedur Pembayaran Perpanjangan PKB di Bapenda Prov. Sulut, 

terdapat beberapa pihak terlibat, antara lain : 

a. Wajib Pajak 

 

Yang melakukan pembayaran pajak. 
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b. Petugas Pelayanan 

 

Petugas Pelayanan bertugas untuk pemeriksa kelengkapan berkas, 

memberikan nomor daftar penetapan pajak (Kohir), menetapkan besaran 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

c. Petugas Korektor 

 

Petugas Korektor bertugas untuk mengoreksi penetapan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), memvalidasi dan mencetak Nota Perhitungan. 

d. Bank SulutGo 

 

Yang menerima uang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

 

e. Petugas Pencetakan 

 

Petugas Pencetakan memiliki tanggung jawab untuk mencetak TBPKP 

serta melakukan pendataan Kohir. 

f. Bendahara Penerimaan 

 

Bendahara Penerimaan memiliki tugas untuk mencatat TBPKP dan Kohir 

di buku penerimaan kas dan buku kas umum, memberikan paraf validasi, 

dan mengarsipkan Nota Perhitungan. 

g. Kepala Seksi Pelayanan Pajak 

 

Memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan paraf 

validasi. 

h. Petugas Penyerahan 

 

Tugas Petugas Penyerahan adalah menyerahkan TBPKP asli kepada WP. 

 
Di samping pihak-pihak terkait, terdapat juga dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam prosedur ini : 



36  

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 

Syarat yang diperlukan untuk wajib pajak saat membayar PKB adalah 

KTP, yang berfungsi sebagai identitas atau bukti kependudukan. 

b. BPKB 

 

Surat resmi yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti 

pemilik KB. 

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

 

STNK merupakan dokumen yang dimiliki semua kendaraan untuk bukti 

legalitas dari pendaftaran kendaraan bermotor. Fungsinya adalah sebagai 

dokumen resmi yang menegaskan legalitas pendaftaran kendaraan 

bermotor, serta sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah didaftarkan 

di lembaga yang berwenang. 

d. SPP-KB 

 

SPPKB memiliki peran sebagai usulan untuk memperoleh STNK, 

registrasi kendaraan bermotor dan juga sebagai landasan untuk 

menetapkan pajak. 

e. Nota Perhitungan (NP) 

 

Nota Perhitungan (NP) memiliki fungsi sebagai dokumen yang 

mendukung kewajiban pajak dan membantu dalam memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan pajak yang berlaku. 

f. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) 

 

TBPKP merupakan dokumen yang dicetak dan diberikan kepada Wajib 

Pajak sebagai bukti pembayaran pajak. TBPKP berperan sebagai tanda 

bahwa Wajib Pajak telah melunasi kewajiban pembayarannya. 
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Di bawah ini adalah penjelasan mengenai tahapan dalam proses pembayaran 

perpanjangan PKB di Bapenda Prov. Sulut. 

1. Prosedur dimulai dengan Wajib Pajak memeriksa jumlah pembayaran 

PKB lewat sistem atau aplikasi e-SAMSAT SULUT. Selanjutnya, WP 

menyerahkan berkas pendaftaran yang mencakup KTP, BPKB, STNK, 

dan SPPKB yang telah diisi kepada Petugas Pelayanan. 

2. Petugas Pelayanan menerima semua berkas yang diberikan lalu memeriksa 

kelengkapan berkas, Jika terdapat kekurangan dokumen akan 

dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah lengkap, petugas dapat 

mengarsipkan berkas tersebut lalu akan memberikan nomor antrian kepada 

Wajib Pajak. 

3. Wajib Pajak menerima nomor antrian kemudian mendaftar pengurusan 

pembayaran perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai 

dengan nomor antrian. 

4. Petugas Pelayanan menerima nomor antrian dan mengarsipkannya, 

kemudian menetapkan jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dengan berpedoman pada “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 28 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 

2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan aturan 

pendukung lainnya,” lalu menyerahkan jumlah besaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) kepada Petugas Korektor untuk diperiksa dan dikoreksi 

jika masih terdapat kesalahan. 
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5. Petugas Korektor menerima jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) lalu memeriksa, jika belum benar atau masih terdapat kesalahan 

dalam penetapan, maka akan dilakukan koreksi, jika sudah benar Petugas 

Korektor akan mengarsipnya kemudian mencetak Nota Perhitungan (NP) 

lalu diserahkan kepada Wajib Pajak yang akan digunakan untuk 

melakukan penyetoran atau pembayaran. 

6. Wajib Pajak menerima Nota Perhitungan (NP) lalu menyerahkan Nota 

Perhitungan (NP) ke kasir/Bank SulutGo kemudian menyetor atau 

membayar perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Loket Bank 

SulutGo atau Kasir sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nota 

Perhitungan (NP). 

7. Bank SulutGo atau Kasir menerima Nota Perhitungan (NP) dan 

mengarsipkannya kemudian menerima pembayaran perpanjangan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dari Wajib Pajak lalu mencetak bukti 

pelunasan dan memberikan stempel dan paraf. Kemudian diserahkan 

kepada Petugas Pencetakan. 

8. Petugas Pencetakan menerima bukti pelunasan lalu akan diperiksa, jika 

masih terdapat kesalahan akan dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah 

benar, Petugas Pencetakan akan langsung mencetak Tanda Bukti 

Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)/Notice Pajak lalu diserahkan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

9. Bendahara Penerimaan menerima TBPKP lalu mencatat pada buku kontrol 

terima dan buku kas umum. Lalu melakukan copyan dari Tanda Bukti 

Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) asli lalu mengarsipkannya. 
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Setelah itu, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) asli 

diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Pajak. 

10. Kepala Seksi Pelayanan Pajak menerima Tanda Bukti Pelunasan 

Kewajiban Pembayaran (TBPKP) asli kemudian memberikan paraf 

validasi lalu menyerahkan TBPKP asli pada Petugas Penyerahan. 

11. Petugas Penyerahan menerima TBPKP asli serta mencatatnya dalam buku 

penjagaan yang ditandatangani oleh WP. Selanjutnya, TBPKP asli 

diserahkan kembali kepada WP. 

12. WP menerima TBPKP asli kemudian apabila terjadi kesalahan maka dapat 

mengajukan komplain. 

13. Prosedur selesai. 

 

 

 
Berikutnya, terdapat diagram alir yang menggambarkan Prosedur Pembayaran 

Perpanjangan PKB di Bapenda Prov. Sulut : 
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Bagan 3.1. Bagan Alir Prosedur Pembayaran Perpanjangan PKB di Bapenda Prov. Sulut 
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3.2.2. Simbol Bagan Alir 

 
Setelah memahami Prosedur Pembayaran Perpanjangan Pajak Kendaraan 

Bermotor yang dilakukan, berikut adalah penjelasannya. 

Berikut ini Simbol Bagan Alir menurut Mulyadi (2017:47-49): 

 
Tabel 3.1 Simbol dalam Bagan Alir 

 
 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Mulai/berakhir 

(terminal) 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan awal dan akhir suatu 

sistem akuntansi. 

 
 

 

 
 

Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis dokumen 

yang merupakan formulir yang digunakan 

untuk merekam data terjadinya suatu 

transaksi. 

 

 

 

Berbagai 

Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan berbagai jenis dokumen 

yang digabungkan bersama di dalam satu 

paket. 

 
 

 

 
 

Kegiatan Manual 

Simbol ini dipakai untuk mengilustrasikan 

aktivitas manual seperti memeriksa jumlah 

pembayaran, menerima berkas, dan 

sejenisnya. 

 
 

 

 

Penghubung di 

halaman yang 

identik 

Simbol ini berperan sebagai penghubung 

yang memungkinkan aliran dokumen 

untuk berhenti di lokasi tertentu dan 

kemudian melanjutkan perjalanan di lokasi 

lain pada halaman yang sama. 

 

 

 
 

Keputusan 

 

Simbol ini menggambarkan keputusan 

yang harus dibuat dalam proses 

pengolahan data. Keputusan yang dibuat 

ditulis di dalam simbol. 
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Annotation 

atau 

Comment 

 

Simbol ini menunjukkan informasi 

tambahan mengenai Langkah tertentu 

dalam suatu proses. 

 
 

 

 
 

Arsip 

Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan arsip permanen yang 

merupakan tempat penyimpanan dokumen 

yang tidak akan diproses lagi dalam sistem 

akuntansi yang bersangkutan. 

 
 

 
 

 

Garis alir 

(flowline) 

Simbol ini mengindikasikan arah proses 

pengolahan data. Anak panah tidak 

ditampilkan jika arus dokumen bergerak ke 

bawah atau ke kanan. 

 

 

 

Keying 

(typing verifying) 

Simbol ini menggambarkan proses 

pemasukan data ke dalam komputer 

melalui terminal daring secara langsung. 

Sumber: Mulyadi (2017:47-49) 

 
3.2.3. Pembahasan Implementasi 4 Mata Kuliah 

 

3.2.3.2. Sistem Pengendalian Manajemen 

 
Menurut Anthony (2005:8), Pengendalian Manajemen ialah proses 

pimpinan memengaruhi anggota instansi lain dalam mengeksekusi strategi 

perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2017:130), Sistem Pengendalian Internal memiliki 4 

komponen pokok yakni : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Menurut penulis, struktur organisasi pada Bapenda Prov. 

Sulut sudah memisahkan tanggung jawab fungsional, serta sudah 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing- 

masing dari setiap pegawai. Penjelasan tentang struktur organisasi 
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tersebut telah disajikan secara lengkap pada bab 2 (dua) Laporan Kerja 

Praktik ini. 

Contohnya yaitu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

dipimpin oleh Kepala Badan, kemudian dibantu oleh Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Sekretaris, Sekretaris dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian 

Hukum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan. Kemudian ada beberapa Bidang juga yang membantu 

Kepala Badan dalam menajalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang 

Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan, dan Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di suatu instansi selain 

struktur yang mengatur suatu tugas dan tanggung jawab pegawai, ada 

juga wewenang dari pihak yang menjadi tanggung jawab atasnya. 

Untuk menjalankan prosedur pencatatan yang terjadi dalam suatu 

organisasi, maka diperlukan seseorang yang berwenang untuk 

menyetujui transaksi atau prosedur pencatatan tersebut. Menurut 

penulis, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan 

baik dan teratur. 

Contohnya yaitu setiap transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan 

jumlah yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam 

menentukan jumlah besaran yang akan dibayarkan. Pada Badan 
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Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bentuk transaksi 

dan pencatatan yang terjadi akan dibuat rekapan dan diarsipkan oleh 

Bagian Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak. 

c. Praktik yang sehat. Pada Bapenda Prov. Sulut sudah melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dengan baik. Contohnya yaitu adanya 

pembagian tugas serta tanggung jawab setiap pegawai agar bisa fokus 

dalam tugas dan yang dipercayakan sesuai bidang dimana pegawai 

tersebut ditempatkan, para pegawai juga selalu tepat waktu dalam 

kehadiran dan menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan 

seragam yang telah ditentukan oleh instansi. 

d. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualitas 

pegawai merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan ataupun organisasi. Jika perusahaan atau organisasi 

memiliki pegawai yang berkualitas, inisiatif, disiplin dan memiliki 

tanggung jawab, maka perusahaan atau organisasi tersebut bisa 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Contohnya seluruh pegawai dalam Bapenda Prov. Sulut sudah 

memiliki kualitas yang baik karena memiliki pengetahuan dan 

kompetensi yang sesuai dan diimplementasikan pada tempat setiap 

pegawai bekerja. 

3.2.3.3. Manajemen Stratejik 

 
Menurut David (2010:5), Manajemen Stratejik ialah keahlian pengetahuan 

dengan merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi suatu keputusan lintas- 
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fungsional untuk memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai tujuan mereka. 

Bapenda Prov. Sulut telah menetapkan visi instansi serta misi yang 

terdefinisi dengan jelas. Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada WP, khususnya untuk proses pembayaran perpanjangan PKB. 

Sebagai contoh, Bapenda Provinsi Sulawesi Utara secara rutin melakukan 

evaluasi melalui rapat-rapat untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan dan 

memastikan kepuasan wajib pajak terhadap layanan kantor. Evaluasi tersebut 

berperan sebagai landasan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan di masa 

mendatang. 

3.2.3.4. Kepemimpinan 

 
Menurut Maxwell (2001:21), kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

sebuah alat untuk memengaruhi dan mengarahkan kelompok agar bekerja sama 

dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga dianggap sebagai salah satu 

faktor penting, di mana seorang pemimpin harus memiliki karakter yang dapat 

dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya memiliki kemampuan untuk 

membimbing tim sesuai dengan visi serta misi yang telah ditetapkan. 

Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, setiap pegawai sudah mengadopsi 

serta menerapkan peran kepemimpinan dalam aktivitas sehari-hari untuk 

mendukung visi dan misi perusahaan. Sebagai contoh, para pimpinan 

menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pekerjaan 

mereka, serta menonjolkan sifat-sifat teladan seperti etika yang baik dan integritas 
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dalam pelaksanaan tugas. Mereka juga konsisten dalam kedisiplinan waktu, selalu 

hadir tepat waktu saat bekerja. 

3.2.3.5. Komunikasi Bisnis 

 
Menurut Guffey et al. (2006:15), Komunikasi ialah proses kirim data dari 

kelompok entitas atau kelompok yang lain. Keberhasilan proses komunikasi 

terjadi ketika penerima mampu memahami ide yang disampaikan oleh pengirim. 

Dalam interaksi komunikasi antara pimpinan dan pegawai, penting bagi keduanya 

untuk saling mendengarkan dan menjaga tutur kata dengan baik. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan komunikasi yang etis dan efektif antara keduanya, karena 

komunikasi merupakan faktor kunci dalam lingkungan kerja yang terus 

berkembang dan menjadi pertimbangan utama bagi siapa pun yang akan 

memasuki dunia kerja saat ini. 

Menurut penulis, dalam Bapenda Prov. Sulut, komunikasi telah berjalan 

secara baik. Sebagai contoh, saat melakukan pelayanan pembayaran pajak, para 

pegawai telah berkomunikasi dengan Wajib Pajak dengan baik, menyampaikan 

informasi yang lengkap dan jelas. Kemampuan berinteraksi dalam memberikan 

informasi oleh para pegawai juga terbukti sangat baik dan sopan. Saat rapat, 

komunikasi antara pimpinan dan pegawai terlaksana dengan baik dan sopan. 

Semua ide dan masukan dari pegawai dihargai dan diterima oleh pimpinan, yang 

kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi untuk membantu pimpinan dalam 

mengambil keputusan yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

instansi secara keseluruhan. 
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3.3. Analisis 

 
Dari penjelasan di atas, penulis menmenyajikan dua macam analisis yakni : 

 
3.3.1. Analisis Umum 

 
KP merupakan bagian dari kurikulum wajib bagi mahasiswa semester 7 

Prodi Akuntansi di Unika De La Salle Manado. Penulis menjalani KP selama 10 

minggu di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan utama Kerja Praktik ialah 

memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa serta melatih mereka untuk 

menjadi individu yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas di 

lingkungan kerja. Selain itu, Kerja Praktik juga bertujuan untuk meningkatkan 

rasa percaya diri mahasiswa dalam berinteraksi dan berkontribusi dalam 

lingkungan pekerjaan. 

Selama menjalani Kerja Praktik, penulis senantiasa mematuhi peraturan- 

peraturan yang berlaku di tempat Kerja Praktik. Ini mencakup aspek berpakaian 

yang rapi dan sopan serta patuh pada jam operasional. Waktu operasional 

umumnya adalah pada Senin sampai Kamis mulai jam 07:45 sampai 16:00 WITA, 

pada Jumat dari jam 06:00 sampai 12:00 WITA. Setiap pagi, terdapat kegiatan 

apel pagi, dan pada hari Jumat, kegiatan ini dilanjutkan dengan olahraga pagi 

bersama. Selain mematuhi aturan tersebut, hal ini membantu penulis memperoleh 

pengalaman dan pembelajaran tentang pentingnya berpakaian dengan baik dan 

sopan serta menghargai waktu. 

Selama mengamati proses kerja di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, 

khususnya di bidang pajak, penulis melihat bahwa setiap pegawai selalu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta bertanggung 
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jawab. Ketika melaksanakan Kerja Praktik, saya ditempatkan di Bidang Pajak 

dimana saya dipercayai untuk menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan. Ini 

termasuk pembuatan surat, pelaksanaan pelayanan progresif, pembuatan rekapan 

notice pembayaran pajak, pemantauan kesiapan pelayanan, serta pelaksanaan 

pelayanan pembayaran perpanjangan kendaraan bermotor, dan tugas-tugas 

lainnya. 

Dalam ruangan bidang pajak kebersihan sangat terjaga karena setiap pagi 

sebelum bekerja dan sore setelah selesai bekerja ruangan akan dibersihkan oleh 

staf yang sudah diberikan tanggung jawab dalam bagian kebersihan. Pegawai juga 

selalu menjaga kebersihan dalam ruangan dengan membuang sampah pada 

tempatnya. Kondisi ruangan sangat nyaman karena semua pegawai sangat ramah, 

baik dan juga selalu memberikan makanan kepada penulis. Dalam ruangan juga 

terdapat fasilitas yang cukup bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan seperti 

wi-fi, komputer, printer, meja dan kursi, CCTV, kulkas serta dispenser. Namun 

masih terdapat beberapa fasilitas yang sudah tidak berfungsi atau rusak. 

3.3.2. Analisis Khusus 

 

3.3.2.1. Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

 
a. Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

 
Dalam menjalani KP di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, penulis meraih 

banyak pengalaman dan pengetahuan baru. Salah satu hal yang baru dipelajari 

oleh penulis adalah mengenai proses pelayanan pajak yang memiliki dampak pada 

kepuasan WP dalam membayar pajak. Penulis belajar untuk memperhatikan 
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tingkat kesadaran diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pembayaran 

pajak. 

Penulis mengamati bahwa prosedur pembayaran PKB di Bapenda Provinsi 

Sulawesi Utara sudah berjalan secara lancar. Mulai dari langkah wajib pajak 

memeriksa jumlah yang akan dibayarkan melalui aplikasi TimSalut, menyerahkan 

dokumen yang dibutuhkan, melakukan pendaftaran, mengambil nomor antrian, 

hingga melakukan pembayaran di bagian kasir, semua tahapan dilayani dengan 

baik. Seluruh pegawai juga terlihat menjalankan tanggung jawab serta tugas 

mereka sesuai dengan peran yang diberikan kepada mereka. 

b. Analisis Sistem Akuntansi 

 
Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menggunakan sistem atau 

aplikasi TimSalut serta E-Samsat. Fungsinya adalah untuk mempermudah 

pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. TimSalut digunakan untuk pelayanan 

progresif, termasuk memblokir kendaraan yang belum membayar pajak dan 

membuka blokir kendaraan yang sudah memenuhi kewajiban pajak. Sedangkan E- 

Samsat digunakan dalam administrasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. 

3.3.2.2. Analisis Implementasi 4 Mata Kuliah 

 
1. Sistem Pengendalian Manajemen 

 

Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, sistem pengendalian 

manajemen sudah diterapkan secara efektif. Ini terlihat dari adopsi struktur 

organisasi yang jelas, serta definisi tugas pokok bagi setiap bidang. Hal ini 

memastikan bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan tanggung jawab 

serta tugas mereka sesuai dengan harapan. Dengan struktur organisasi 
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yang telah tersusun baik, tugas serta wewenang setiap pegawai dapat 

terkoordinasi dengan baik. 

Sistem otoritas dan prosedur pencatatan di Bapenda Provinsi 

Sulawesi Utara berjalan dengan terstruktur serta baik. Setiap transaksi 

diperiksa untuk memastikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan 

oleh otoritas yang berwenang, sehingga menghasilkan pencatatan yang 

akurat dan dapat dipercaya. 

Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara juga telah berhasil 

menerapkan praktik manajemen yang sehat dengan efektif. Pembagian 

tugas dan tanggung jawab di setiap bidang pegawai memungkinkan 

mereka untuk fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Hal ini 

memastikan bahwa setiap tugas dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan 

baik. 

Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara para 

pegawai telah menunjukkan kualitas serta perilaku yang baik, ditandai 

oleh pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. 

2. Manajemen Stratejik 

 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil 

menerapkan manajemen stratejik secara efektif. Salah satu contohnya 

adalah praktik evaluasi yang dilakukan secara rutin, seperti melalui rapat- 

rapat, bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan dan kepuasan wajib 

pajak. Evaluasi ini memiliki peran krusial sebagai landasan untuk 

memperbaiki standar pelayanan di waktu mendatang. 
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3. Kepemimpinan 

 

Penulis memandang kepemimpinan sebagai faktor krusial dalam 

setiap organisasi atau perusahaan. Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, 

terutama dalam bidang pajak, setiap pegawai telah menunjukkan tingkat 

kepemimpinan yang tinggi, tanpa memandang perbedaan hierarki antara 

atasan dan bawahan. Semua pimpinan dan pegawai diberi kesempatan 

untuk mengembangkan dan melatih kemampuan kepemimpinan mereka 

sendiri. Misalnya, atasan senantiasa memberikan bimbingan dan arahan 

kepada para pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. 

4. Komunikasi Bisnis 

 
Proses komunikasi antara pimpinan dan pegawai di Bapenda 

Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan secara sangat baik. Misalnya, setiap 

pegawai secara rutin mengomunikasikan setiap tugas atau pekerjaan yang 

mereka lakukan kepada atasan. Selain itu, setiap atasan juga senantiasa 

memberikan instruksi dan panduan yang terperinci mengenai tanggung 

jawab serta tugas yang diberikan kepada setiap pegawai. Dalam 

melaksanakan prosedur pelayanan pembayaran pajak, komunikasi dengan 

wajib pajak menjadi sangat penting karena hal tersebut dapat membantu 

dalam menyampaikan informasi mengenai membayar pajak dan juga 

memberi rasa kepuasan terhadap pelayanan kepada wajib pajak itu sendiri. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dalam LKP, penulis dapat 

menyimpulkan yakni : 

1. Salah satu kantor pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara adalah Badan 

Pendapatan Daerah, yang bertanggung jawab atas berbagai layanan pajak, 

termasuk layanan pajak kendaraan bermotor. Tujuan layanan ini adalah 

untuk meningkatkan PAD. 

2. Prosedur pembayaran PKB telah berjalan lancar. Mulai dari pengecekan 

jumlah pembayaran oleh wajib pajak, penyerahan dokumen yang 

diperlukan, pendaftaran, pengambilan nomor antrian, hingga pembayaran 

di bagian kasir. Semua tahapan telah dilayani dengan baik. 

3. Program Kerja Praktik yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman, 

pengetahuan dan gambaran secara nyata kepada penulis mengenai dunia 

kerja. Kerja Praktik ini dapat melatih penulis dalam bertanggung jawab 

terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan, membangun kepercayaan 

diri, serta cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik terhadap 

orang lain. 

4. Bapenda Prov. Sulut telah berhasil mengimplementasikan Sistem 

Pengendalian Internal yang efisien, yang terbukti dari tersusunnya struktur 

organisasi yang terperinci, yang mengalokasikan tanggung jawab serta 
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tugas kepada setiap pegawai sesuai bidangnya, serta semua pegawai dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

Di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, praktik kepemimpinan telah berjalan 

dengan baik karena baik atasan maupun bawahan menunjukkan sikap 

kepemimpinan yang kuat. Setiap atasan senantiasa memberikan instruksi 

dan panduan kepada para pegawai untuk melaksanakan tugas dan 

pekerjaan dengan efektif. 

5. Dengan adanya evaluasi, Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan 

adopsi manajemen strategis yang efektif dengan fokus pada 

pengembangan dan pemeliharaan prestasi yang telah dicapai. 

4.2. Saran 

 
1. Tetap menjaga dan meningkatkan kinerja serta pelayanan yang optimal, 

serta memperkuat kerjasama di antara pegawai, akan menjadikan Bapenda 

Provinsi Sulawesi Utara sebagai pusat layanan pembayaran pajak yang 

terpercaya bagi masyarakat di masa depan. 

2. Semua pegawai Bapenda Provinsi Sulawesi Utara diharapkan agar tetap 

memelihara serta meningkatkan ketaatan terhadap aturan yang telah 

ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan 

kelangsungan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan, serta 

mencegah terjadinya kendala atau masalah yang tidak diinginkan. 

3. Fasilitas yang ada dalam ruangan kiranya bisa ditingkatkan atau 

memperbaiki fasilitas yang sudah tidak berfungsi karena penulis melihat 

ada beberapa komputer, printer dan AC yang sudah tidak bisa digunakan 

atau rusak. Saran dari penulis fasilitas yang sudah tidak terpakai atau rusak 
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sebaiknya disimpan dalam gudang guna meningkatkan kenyamanan dan 

keleluasaan dalam ruangan kerja. 

4. Semoga kedepannya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan 

program Kerja Praktik sehingga bisa membantu mahasiswa dalam melatih 

diri serta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja. 
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